
I SALINAN I

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 235 TAHUN 2015

TENTANG

HONORARIUM GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan guru dan tenaga
kependidikan pada sekolah negeri serta dalam rangka
meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan di sekolah
diperlukan guru non Pegawai Negeri Sipil dan tenaga
kependidikan non Pegawai Negeri Sipil yang telah diakui
keberadaannya;

b. bahwa terhadap guru non Pegawai Negeri Sipil dan tenaga
kependidikan non Pegawai Negeri Sipil di sekolah negeri
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan
kesejahteraan yang layak berupa honorarium;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Honorarium Guru Non Pegawai Negeri Sipil
dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada
Sekolah Negeri;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor
Ketenagakerj aan;

13 Tahun 2003 tentang

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
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5. Undang-Undang Nomor 12 1'ahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 5 1'ahun 2014 tent.ang Aparatur Sipil
Ncgara;

7. Unclang-Undang Nomor 23 1'ahun 2014 ten tang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diu bah t.erakhir
clengan Undang-Unclang Nomor 9 1'ahun 2015;

8. Peraturan Pemcrintah Nomar 58 Tahun 2005 tcntang
Pcngelalaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 1'ahun 2008 tentang Guru;

10. Peraturan' Menteri Dalam Negeri Nomar 13 1'ahun 2006
tcntang Pecloman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana
telah bcberapa kali cliubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Ncgeri Nomor 21 1'ahun 20 11;

11. Pcraturan Daerah NomoI' 8 1'ahun 2006 tentang Sistem
Penclidikan;

12. Perat1.1n'1l'l Daerah NomoI' 5 1'ah1.1n 2007 ten tang Pakok-pokok
Pengelolaan Kcuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 12 1'ahun 2014 ten tang Organisasi
Pcnmgkat Dacrnh;

ME:MUTUSKAN :

Menctapkan : PERA1'URAN GUBERNUR 1'ENTANG HONOr~ARIUM GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN 1'ENAGA KEPENDfDIKAN NON
PEGAWAI NEGI';RI SIPIL PADA SEKOLAH NI~GERI.

BAB I

KE1'EN1'UAN UMUM

Pasal 1

DaJam Pcral:uran Gubcrn1.1r ini yang climaksuc1 clellgnn :

1. Dacrah aclnlah Provinsi Daerah Khusus Ibukota .Jakarta.

2. Pcmerintah DaCrElh aclalah Gubernur clan Perallgk8t Dacrah
sebagai unsur penyelcnggara Pcmcrintnhan Dncrah.

:'l. Oubernur aclalah Kcpaln Dacrah Provinsi Daenlh Khusus
Ibukol:a Jakarta.

4. Sekretaris Dacrah aclalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.



3

5. Sekrctariat Daerah adalah Sekrctariat Daerah Provinsi Daerah
Khusus lbukota ,Jakarta.

6. Badan Kepegawaian Oaerah yang selanjutnya disingkat BKD
adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Oaerah KhusL1S
Ibukota ,JakartEl.

7. Badan Pengelola KeuangEln dan Aset Oaerah yang selanjutnya
disingkElt BPKAD adalah Badan PengeloJa Kcc1E1ngan dan Aset
Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota ,Jakarta.

8. Oinas Pendidikan adEllah Dinas Penclidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota ,Jakarta.

9. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Oaerah Khusus Ibukota ,Jakarta.

10. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan
dan Mental Spirit.ual Setda Provinsi Daerah Khusus lbukota
,Jakarta.

11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi adalah Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Daerah
Khwms Ibukota Jakarta.

12. Kepala Suku Dinas Pendidikan adalah KepElla Suku Dinas
Pendidikan Wilayah I dan Wilayah !! Kota Administrasi serta
Kepala Suku Oinas Pendidikan Kabupaten Administrasi
Kepulaual~ Seribu Provinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta.

13. Sekolah adalah Satuan Pendidikan Formal yang meliputi
Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (80), 8ekolah
Mencngah Pertama (8MP), 8ekolah Menengah Atas (SMA),
8ekolah MencngElh Kejuruan (SMK), dan PenclidikBn LUBr
Biasa (PLB).

14. Kepala Sekolah adalah Kepala Taman Kanak-kanak (TK),
Kepala Sekolah Dasar (SO), Kepala Sekolah Menengah Pertama
(SMP), Kepala SekolahMenengah Atas (SMA), Kepala 8ekolah
Mencngah Kcjurunn (SMK), dan Kepala Sckolah Pendidikan
LUM Binsn (PU1).

15. Pendidik aclalah tenaga profesional yang bertugas
merencanakan dan mcl8ksanakan proses pcm bcl qjaran,
menilai hasil pcmbelajaran, melakukan pembimbingan clan
pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, terutElma bElgi pendiclikan pada perguruan tinggi.

16. TenElga Kcpendidilwn adalah anggotEl
m cngn bel ik;:1ll d iri cI elll d ic1 n gks t
penyclcnggsn1 c\n pcnciiclikan.

masyamkat. yang
unt.uk mcnunjang

17. Guru adalah pcncliclik profcsional dcngan tugas utama
mcndidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih clan
mcnilai serta I1lcngevaluasi peserta didik pacla pendidikan
anElk usia clini ja]ur formal, pendidikan dasar clan pendiclikan
mcncng;:h.
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18. Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya clisebut: Guru
Non PNS aclalah Guru yang bukan berstatus sebagai Pegawai
Ncgeri SipiJ.

19. Tenaga Kependiclikan Non Pegawai Negeri Sipil yang
selanjut.nya disebut Tenaga Kependidikan Non PNS adalah
Tenaga Kependidikan yang bukan berstatus sebagai Pegawai
Negeri SipiJ.

20. Honorarium adalah hak yang diterima oleh guru clan tenaga
kepenclidikan atas pekerjaannya dari penyelenggara pendicli1<an
atau satuan pendidikan dalal11 bentuk finansial secara berkala
sesuai dengan peraturan perundang-unclangan.

21. Kontrak Kerja Incliviclu aclalah pel:janjian antara Guru/Tenaga
Kependiclikan Non PNS dengan Pemerint.ah Daerah yang
memuat persyaratan kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Bi\B 11

MAKSUD DAN TU,JUAN

PasAl 2

Peraturan Gubernur illi climaksudkan sebagai clasar
pel11berian honorarium bagi Guru Non PNS dan
Kcpencliclikan Non PNS pacla Sckolah Ncgeri di Daerah.

Pasal3

hukul11
Tenaga

Pemberian honorarium sebagaimana climaksuel dalam Pasal 2
bagi Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS bertujuan
unt.uk mel11bantu clan meningkat.kan kesejaht.eraan Guru dan
Tenaga Kepencliclikan non PNS.

BA8111

KRITERIA GURU NON PNS DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NON PNS PENERIMA HONORARIUM

Pn:; ~:ll t]

(1) Guru Non PNS yang diatur eli claJam Peraturan Gubernur ini
mcrupakan Guru honor.

(2) Tcnaga Kependidikall NOll PNS, tcrdiri at.as :

n, !'c:rwgn i1clministri'lsi;

b. labonln:

c. pustakawnn;

c1. ju I'U bengkcl;

c. pi"njaga sclmlah; clan

f. t.cnaga kebcrsihl.'ll1,
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Pasal5

(1) Guru Honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

a, pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (SI) atau
yang sederajat;

b, memiliki Akta IV atau sertifikat pendidik;

c, usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

d, mengajar paling banyak 12 (dua belas) jam selama 5 (lima)
hari kerja per minggu dan diberikan tugas tambahan
setara dengan 12 (dua belas) jam;

e. tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;

f. bertugas di Sekolah Negeri di Daerah; dan

g. tdah terdata dan ditetapkan olch Kepala Suku Dinas
Pcndidikan setempat,

(2) Tcnaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai
bcrikut :

a, pendidikan paling rcndah lulusan Sekolah Mencngah Atas
(SMA) atau yang sedcrajat;

b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling
tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;

c. bertugas paling sedikit selama 5 (lima) hari kcrja per
ml11ggu;

d, tidak bermasaJah dcngan hukum/pihak bcrwajib;

c. bcrtu~as eli Sekolah Ncgeri di Daerah; dan

f. telah terdata dan ditetapkan oJeh Kepala Suku Dinas
Pendic1ikan setcrnpat:,

(3) Laboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huru[ b, han.ls mcmenuhi persyaratan scbagai berikut :

a. pcndidikan paling rcndah lulusan program diploma 8at1.1
(01);

b, usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling
tinggi 58 (lima puluh deJapan) tahun;

c. bertugas paling seelikit seJama 5 (lima) hari kerja per
minggu:

el. tidak bermas,llah dengan hukum/pihak bcrwajib;

e, bertugas di Sekolah Negeri di Daerah; dan

f. tdah terdata dan ditctapkan oleh KepaJa Suku Dinas
PcndicliluJl1 sctcmpat.
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(4) Pustakawan seb8gaimana dimf.lksuct dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf C, harus I1lcmenuhi pcrs'y8ratan scbf.lgai bcrikut :

a. pcndidikan p81ing renclf.lh lulusan Sckolah Mcncngf.lh At8s
(SMA) atau yang sedcrajat;

b. usia paling rendah 18 (deJapan belas) tahun dan paling
tinggi 58 (lima puluh elelapan) tahun;

c. bertugas paling sedikit selama 5 (lima) hari kel~ja per
minggu;

el. tidak bermasalah dengf.ll1 hukum/pihak berwajib;

e. bertugas eli Sekolah Negeri di Daerab; elan

r. tclah terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas
Penclidikan setcmpat.

(5) Juru BengkeJ sebagaimana dimaksud dalam Pasf.ll 4 ayat (2)
h1.1ruf d. harus mcmenuhi persyaratan sebagai bcrikut :

a. pcndidikf.ln paling rendah lul1.1san Sekolah Mcnengah Atas
(SMA) atau yang scderajat;

b. usia paling rendah 18 (dclapan belas) tahun clan paling
tinggi 58 (lima puluh dclapan) tah1.1n;

c. hertugas paling seelikit selama 5 (lima) hari kcrja per
tnlnggu;

d. tidak bermasalah dcngan h1.1kum/pihak bcrwajib;

e. bert1.1gas di Sekolah Ncgeri di Daerah; dan

r. telah' terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas
Pendidikan setempat.

(6) Penjaga Sckolah sebagaimcma climaks1.1d elalam Pasal 4 ayat (2)
huruf c, hams mcmcnuhi pcrsyaratan scbagai berik1.1t. :

a. pcnc1idikan paling rcndah l1.1lusCln Sekolah Mcncngah
Pertama (SMP) ata1.1 yang scderajat;

b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling
tinggi 58 (lima pulub ddapan);

c. bert.ugas paling scelikit. sclf.lma 5 (lim8) 11<11'1 kcrja pcr
ml11gg1.1;

cl. tidak bermasalah dengan hukum/pihak bcrwajib;

c. bertlJgas eli Sckolah Negcri eli Dacrah; clHn

r. tclah tcrclata elan c1itetapkan olch Kepala Suku Dines
Pcncliclikan setempat..

(7) Tcnaga Kebcrsihsn scbagaimana climaksud clalam Pasa! 4
aY:11. (2) hunl!' f, llanls memenuhi persymau.1I1 scb8gai
beri I<u t. :

n. pcnclidikan pilling rendah lulusan Sckolah Mcnengah
Pcrtarna (SMP) atau yang scelcrajat;

b. usia paling rendah 18 (clelapan belas) tah1..1n dan paling
tinggi 58 (lima p1..1luh clclapan) t.nhun;
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c. bertugAs paling scclikit selamn 5 (limn) h81"i kCl:in prr
minggu;

d. tidak bermasalah elengan hukumjpihalc bcrwajib;

e. bertugas eli Selcolah Negeri eli Daerah; elan

f. t.elah t.erelat.a elan elitetapkan oleh Kepala Sulcu Dinas
Penelielikan setcmpat.

SABlV

PENYUSUNAN KEBUTUHAN GURU NON PNS DAN TENAGA
KEPENDlDTKAN NON PNS

1'£1 ~(,tl 6

(1) Dalam penyusunan lcebutuhan Guru Non PNS dan Tenaga
Kepenelidikan Non PNS, Dinas Pendiclikan melakukan
perhitungan standar kebut.uhan jumlah Guru Non PNS dan
Tcnaga Kcpcndidikan Non PNS ieleal berdasarkan analisis
jabatan, analisis bcban lcerja dan anaJisis kcbutuhan Guru
dan Tcnaga Kependidikan.

(2) AnaJisis jabat.an, analisis beban kerja dan analisis kebutuhan
tenaga yang diajukan setiap sekolah scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilakukan cvaluasi elan klarifikasi oleh
tim yang terdiri dari BKD. Dinas Pendidikan dan Biro
Organisasi dan Rcrormasi Birokrasi.

(3) Analisis jabatan Guru Non PNS elan Tenaga Kependidikan
Non PNS pada Sekolah Negcri dilaksanakan sesuai dengan
kctcntuan pcraturnn pen.lnelang-unclangFl1'l.

13I\B V

KONTHAK KP;R.J/\ INDIVlDU

PHi!1(\1 7

(1) Guru Non PNS clan 'renaga Kepenclidikan Non PNS pacla
Sekolah . Negeri harus mengikat Kontrak Kerja Tnclividu
kcpaclo KcpAln SL11<1l Dinflll Pcndic1ikon,

(2) Kontrak lccl:ja inelivic\u sebagaimana dimalcsud pada ayat (1)
diusulkan oleh Kepala Sekolah dcngan dikctahui oleh Kcpala
Scksi Dinas Penclic1ikan Kecamstan clan clitctr:lpkan oleh
T>;('[mln Suku Dinns rcnc1ic1ilmn.

l'l.l:>nl 8

(1) Kontrak Kel~ia lnc1iviclu scbagaimana c1imaksud clalam Pa,sal 7
berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran dan dievaluasi sctiap
periodc tertentu atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan,
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(2) Pcrcncanaan Kontrak Kerja Individu clan perpanjangan
kOl1trak untuk tahun anggaran berikutnya disuSUI1
berdasarkan analisis kebutuhan Guru Non PNS dan Tenaga
Kependidikan Non PNS sebagaimE\l1a dimaksud dalam rasal 7.

BAB VI

BE8ARAN HONORARIUM

PrJflnl <)

(I) Honorarium Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non
PNS dibayarlmn setiap bulan sekali.

(2) Besaran Honorarium Guru Non PNS
Kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksucl
sCfluai clengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

dan Tenaga
pada ayat (1)

(3) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksucl pacla ayat
(2) c1itetapkan clengan Peraturan Gubernur.

PaRa] 10

(1) Besaran honorarium/upah Guru Non PNS dan Tenaga
Kependiclikan Non PN8 sebagaimana dimaksud c1alam Pasal
9 memperhitungkan pembayaran iuran kepada Baclan
Penyelenggara J aminan Sosial Kesehatan clan I atau Badan
Penyelenggara J aminan 80sial Kctenagakerjaan yang akan
dibayarkan langsung oleh pemberi kerja bekerja 8ama
dengan Badan Penyelenggara ,Jaminan Sosial Kesehat.an
dan I ata11 Badan Penyelcnggara Jaminan 80si81
I< te:lcnngn kcrj ann.

(2) Besaran uang iuran BP,IS Kesehatan danl at.au BPJS
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
peru nda ng-un d8ngan.

J3M3 \If!

P'~MB!f\Yil/\N

h1snl 11

Honorarium Guru Non PNS clan Tcnaga Kepenc1ic1ikon Non PNS
pada sekoJah negeri sebagaimallil dimaksucl c1alam Pasctl :1
dibcbank8n poeli) Anggaran Pellelapatan dan Bclanja Oaerah
(APBO) ITIclalui Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Oinas
Pendiclil<an c1olal11 kelompok belanja langsung.
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BABVlIT

MONJTOT~ING DAN EVALUASI

Pasal 12

(I) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian
honorarium Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non
PNS pada Sekolah Negeri dilaksanakan oleh Biro Penclidikan
clan Mental Spiritual bersama Satuan Kerja Perangkat
DaerahjUnit Kerja Perangkat Daerah (SKPDjUKPD) terkait.

(2) Monitoring clan evaluasi dilaksanakan paling sedikit I (satu)
kali dalam I (satu) tahun.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana climaksud pada
ayat (1) clilaporkan kepada Sekretaris Daerah c1engan
tembusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BPKAD.

BA13IX

PELAPORAN

Pasal 13

(1) Kepala Seksi Dinas Penc1idikan Kecamatan menyampaikan
laporan Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS
penerillla Honorarium kepada Kepala Suku Dinas Pcndiclikan
seternpat.

(2) Kcpala Suku Dinas Pendidikan merekapitulasi laporan yang
clisampaikan oleh Kepala Scksi Dinas Pendic1ikan Keeamatan
sebagaimana dilllaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya
Illelaporkan kepaela Kepala Dinas Pendielikan.

(3) Kcpala Dinas Penelidikan merekapitulasi laporan yang
disalllpaikan olch Kepala Suku Dinas Pendielikan
sebagairnana dimaksud pada ayat (2) serta menyampaikan
laporan Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS
penerima honorarium yang Illenjadi kcwenangannya kepaela
Gubcrnur rnelalui Sckrctaris Daerah.

BA13 X

KETBNTUAN LAIN-LAIN

P8S<11 14

Kepacla Guru Non PNS dan Tenaga Kepenelielikan Non PNS, selain
penghasilan yang c1iatur clalClIll Peraturan Gubernur ini, c1apat
diberikan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan
perundang-unclangan.
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BAB XI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA ,JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 75024

Salinan ~esuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI.DAERARKHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
.,! 'I··" \.,"·--:1 ..r .1 ....,.1 ~."

'~"'-\ . I~ 'i.;:'1 I .... ... . .,

.\ >'~::sdI \~AH'AYU
~~,:NIP :19-5712281985032003
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